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ABSTRAK 

Tax review atau pemeriksaan pajak merupakan aktivitas meninjau keseluruhan 

kewajiban perpajakan yang terdapat di perusahaan serta memprediksi potensi pajak 

yang didasari oleh peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pelaksaan peninjauan pajak sebagai langkah awal 

evaluasi kewajiban perpajakan di iPD. ABCDi pada tahun 2022. iPD. ABCDi 

merupakan salah satu perusahaan tambang yang berlokasi di Pulau Kalimantan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif yang menggunakan teknik analisis 

deskriptif komparatif. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi 

sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa c telah 

melaksanakan  kewajibannya dalam melaporkan perpajakan dengan tepat waktu 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, terdapat pemotongan pajak 

pada transaksi iPD. ABCDi belum dilakukan sepenuhnya. Selain itu,iPD. ABCD 

belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sesuai sehingga mengakibatkan 

timbulnya potensi pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.  

  Kataikunci:iPajak,iTaxiReview,iKepatuhaniWajibiPajak . 
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A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang memiliki ipopulasi penduduk terbesar diiAsia 

iTenggara, situasi tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengupayakan 

pembangunani nasional guna mengembangkan bangsa. Mardiasmo (2016) 

menyatakan bahwasannya mayoritas rakyat, program ini disebut dengan Wajib Pajak. 

Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, bahwasannya rakyat berkontribusi 

terhadap kas negara, hal ini disebut dengan pajak. Kas negara yang terkumpul itu 

kemudian digunakna untuk memenuhi kebutuhan negara, dan rakyat tidak akan 

merasakan feedback tersebut secara langsung.  

Pemerintah mengalami kendala upaya peningkatan penerimaan negara dalam  

sektor perpajakan ini. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya kesadaran 

dan kepatuhan Masyarakat dalam menjalani kewajibannya. Salah satu usaha 

pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan 

kewajiban wajib pajak ini adalah dengan self assesment system. Self assesment system 

telah berlaku di Indonesia sejak tahun 18984, dimana wajib pajak berpartisipasi secara 

aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sepanjang proses perhitungan 

sampai pelaporan. PPN dan PPh merupakan salah satu contoh dari self-assessment 

system.  

Tax review atau peninjauan pajak merupakan evaluasi kewajiban pajak secara 

menyeluruh mulai dari perhitungan hingga pelaporan, hal ini ditujukan untuk menilai 

kepatuhan perusahaan dalam perpajakan. Dengan dilakukannya tax review dapat 

diketahui potensi pajak tersembunyi yang berasaldari perlakuan perpajakan yang 

telah dilakukan oleh perusahaan. Peninjauan pajak sangat penting untuk dilakukan 

oleh perusahaan karena berfungsi untuk mengetahui sebarapa tinggi tingkat 

perusahaan dalam menerapkan perpajakan yang sesuai dengan dasar hukum 

perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan peninjauan pajak ini dapat dilakukan secara 

tertutup dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang terpercaya oleh perusahaan.  

 Perusahaan PD. ABCD bergerak di bidangipertambanganibatubara yang telah 
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berdiri selama 26 tahun. iPerjanjianiKaryaiPengusahaan PertambanganiBatubara 

(PKP2B) itelah memberikan PD. ABCD hak untuk mengusahakan pertambangan 

batubara selama operasinya. Dalam usahanya, PD. ABCD mengalami permasalahan, 

diantaranya yaitu belum terpenuhinya pemotongan pajak atas dilakukan serta adanya 

indikasi bahwa laporan kewajibaniperpajakanilainnya juga belumisesuaiiperaturan 

perpajakan yangiberlaku. Oleh karena itu,iPD. ABCDi perlu melakukan pemeriksaan 

pajak untuk mengevaluasi kewajiban pajak yang telah dilaporkan, menemukan 

potensi pajakitersembunyi, dan mengevaluasi kewajiban pajak 

yangisesuaiidenganiperaturan pajak. Diharapkan bahwa pemeriksaan pajak akan 

mengurangi jumlah pemeriksaan pajak danimempersiapkan diri untuk kemungkinan 

terjadiipemeriksaanipajak.  

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan laporan keuangan dan kewajiban 

perpajakan yang telah dilaporkan perusahaan. Berdasarkan permasalahan yang telah 

dijabarkan diatas, peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian yang berjudul 

“Analisis Implementasi Tax Review sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan 

pada PD. ABCD”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan review pajak digunakan sebagai dasar untuk menilai kewajiban pajak 

PD. ABCD padaitahuni2022. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pajaki   

Pajak, menurutiPasal 1 angka 1i UU Nomori16 Tahuni2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah iuraniyangiwajib dibayar oleh rakyat 

kepada negaraidenganisifat memaksaiberdasarkan UU, tanpa menerima timbal balik 

secarailangsung, yang selanjutnya akan digunakaniuntuk keperluaninegara.  

2. PajakiPenghasilan  

 Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan subjek pajak sesuai tarif 

yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur subjek dan 
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objek pajak penghasilan. Subjek PPh terdiri dari individu, organisasi, dan bentuk usaha tetap. 

Pajak penghasilan sendiri terdiri dari beberapa kategori: a. Objekipajak adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk 

mengkonsumsi atau meningkatkan kekayaan mereka, dalam bentuk apa pun; b. Objek pajak 

yang dikenakan pajak akhir; dan c. Tidak menjadi objek pajak. 

3. Bebani  

Bebaniadalah perolehaniyang digunakaniuntuk menghasilkan pendapatan dan 

kemudian digunakan untuk mengurangi pendapatan tersebut. MenurutiUndang-

Undang Nomori36 tahuni2008, beban pajak dibagi menjadiidua jenis: a. Bebaniyang 

dapatidikurangkanidari peredaranibruto (beban yangidapatidikurangkan); dan b. 

Beban yang tidakidapat dikurangkanidari peredaranibruto. 

 

 

4. TaxiReviewi 

Menurut Yuni dan Indra (2016) peninjauan pajak adalah pemeriksaan 

menyeluruh tentang kewajiban pajak dan pelaksanaannya, mulaiidariiperhitungan 

hingga pelaporaniperusahaan. Tujuan peninjauanipajaik adalahiuntukimemperbaiki 

danimenyempurnakanisistem perpajakan perusahaaniserta untukimenilai kepatuhan 

perusahaan terhadap wajib pajakidalam memenuhiikewajibannya. 

 

C. MetodeiPenelitiani 

Penelitianiini menggunakanipendekatan kualitatif denganiteknik analisisideskriptif 

komparatif. iDeskriptif komparatifi digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan variabel yang dibahas dalam penelitian ini akan dibandingkan 

dengan satu sama lain dengan dua sampel yang berbeda melalui analisis deskriptif 

komparatif, yang digunakan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai metode 

ini. Perusahaan PD. iABCiyangiberlokasiidi Kalimantaniadalah subjek penelitian ini. 

Jenisidataiyang digunakan adalahikualitatif danikuantitatif. Jenis dataikualitatif yang 
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digunakan dalam penelitianiini adalah gambaraniumumiPD. ABC, 

sepertiilaporanikeuangan, ilaporan SPTiTahunaniBadan, SPTiMasaiPPN, SPT 

MasaiPPh Pasali23, Bukti potong, iSSE, daniBPE. Sumber data primer yang 

didapatkan secara langsung dari PD. ABCDmenggunakanimetodeipengumpulanidata 

wawancara danidokumentasi, dataiprimer yang didapatkaniadalah laporan keuangan, 

ilaporan SPTiTahunaniBadan, SPTiMasa PPN, SPTiMasa PPhiPasal 23. 

 

D. Hasilidan Pembahasani 

Sejak tahun 2022, PD. ABCDtelah memenuhi kewajiban pajak. Analisis 

laporan keuangan PD. ABCDmenunjukkan bahwa ada biayaiyangibelum dipotong 

PPhiPasal 23 dan akan dikenakan pajak menurut peraturan perpajakan yang berlaku. 

Potensi pajak yangidikenakan senilaii2%idikali dari DasariPengenaaniPajak. 
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Setelahimelakukan analisis padaiSPT MasaiPPN yangidilaporkan, SPTiMasa PPh 

Pasali23, rekapitulasiifaktur pajak masukan, rekapitulasiifaktur pajakikeluaran, dan 

bukti pemotongan, ditemukan bahwaifaktur pajak pemasukan yang belum dipotong PPh 

Pasal 23 juga ada. Data fakturipajak pemasukan yang belum dikenakan PPhiasal 23 

disajikan di Tabel 1.  

 

Untukimengetahui perbedaaniyang signifikan, ekualisasii SPTi Masa dani SPT 

Tahunan yangi dilaporkan pada tahun 2022 harus dilakukan. Hasil ekualisasi akan 

menunjukkan perbedaan nominal di antara keduanya, yang dapat menyebabkan pajak. 

1) EkualisasiiSPTiTahunan dengan SPTiMasa PPNi 

Ekualisasiiini dilakukani untuk mengetahui perbandingan nilai penjualani yang telah 

terlapor pada SPTiTahunan dengan SPTiMasaiPPN. Hasil ekualisasi antara SPTi 

Tahunan perusahaan dengan SPTiMasa PPNiditunjukkan pada tabel berikut. 
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Menurut Tabel 3, penjualan perusahaan dalam SPT Tahunan 2022 sebesar 

Rp.22.573.245.027, sedangkani penjualan dalam SPTi Masai PPN 2022 sebesar 

Rp.22.573.245.027. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

antara SPT Tahunan 2022 dan SPTiMasaiPPN 2022, sehingga tidak ada potensi pajak. 

2) EkualisasiiSPTiTahunan dengan SPTiMasaiPPh Pasal 23 

Proses evaluasi ini dilakukan untuki membandingkan objeki PPh Pasal 23i yang 

terlapor pada SPTiTahunan dengan SPTi Masa PPhi Pasal 23. Objek-objek yang 

digunakan dalam evaluasi ini adalah: 

a) Biaya sewai 

Dibawah ini adalah biaya sewa: 
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Tabel 4 menunjukkan bahwaibiayaisewa yangidilaporkan pada SPTiTahunan 

Perusahaan 2022 sebesar Rp.837.800.000, sementara biaya sewa yang dilaporkan pada 

SPT MasaiPPh Pasali23 sebesar Rp.612.000.000. Dengan demikian, terdapat selisih 

sebesar Rp.225.800.000. Selisih ini terjadi karenaiPD. ABCi tidak melaporkan semua 

biaya sewa pada SPT Masa PPh Pasal 23. Dalam kasus di mana nominal pada SPT 

Tahunan Perusahaan lebihi besari daripadai nominal pada SPT Masa PPh Pasal 23, 

dapat disimpulkan bahwa potensiipajak yangitimbul sebesar Rp 4.516.000. Nilai ini 

diperoleh dari hasil 2 persen dikalikan dengan selisih ekualisasi. Potensi 

pajak1141/PMK.03/2015 digunakan sebagai dasar untuk perhitungan ini. 

b) Biayaikonsultani 

Berikut adalah data SPTi Tahunan dengan SPTiMasa PPhi Pasal 23 (biaya 

ikonsultan) : 
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Biayaikonsultaniyang dilaporkanipada SPTiTahunan Perusahaani2022 sebesar 

Rp.894.822.500, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5, tetapi ada perbedaan 

sebesar Rp.838.572.500 antara biaya konsultan yang dilaporkan padaiSPTiMasa 

PPhiPasal 23. Tidak lengkapnya laporaniPD. ABCi tentang 

biayaikonsultanipadaiSPTiMasaiPPh Pasal 23 menyebabkan perbedaan ini. Jika 

nominal pada SPTiTahunan lebih besar daripada nominalipada SPTiMasa PPh Pasal 

23, ada potensi pajak senilai Rp 16.771.450, yang diperoleh dari perhitungan 2% 

dikaliiselisihiekualisasi. iPeraturan Nomor 1141/PMK.03/2015 berfungsi sebagai 

dasar untuk penghitungan ini.. 

c) Biayai audit / akuntansii 
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Berikut ini merupakan data SPTiTahunan dengan SPTiMasa PPhiPasal 23 

(biayaiaudit/ akuntansi) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 menampilkan bahwa ada perbedaan sebesar Rp.50.000.000 yangiterjadi 

karenai PD. ABCi tidak melaporkanibiayaiaudit sepenuhnya padaiSPT Tahunan 

perusahaan. Karenainominal SPTi Masa PPh Pasal 23 masih lebihibesar daripadaiSPT 

Tahunan, maka tidak akan ada potensi pajak.  

d) Biayaijasaipertambangan 



Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik ( JUMATI )  
                                                                                                             Vol X - X, hal : XX-XXX, dd mm yyy  

                                                                                                                            ISSN 026-3581 (media 
cetak) 

                                                                                                                        ISSN 3026-359X (media 
online) 

 

Berikut iniiekualisasiiantara SPTiTahunani dengan SPTiMasaiPPh Pasali23 

(biayai jasaipertambangan): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabeli7 menampilkan perbedaan antara biayaijasaipertambangan 

yangidilaporkan pada SPTiTahunan perusahaan pada tahuni2022 dan biayaikonsultan 
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yang dilaporkan padaiSPTiMasaiPPhi Pasal 23. Ini karena iPD.ABC tidak 

melaporkan biaya jasa pertambangan secara menyeluruh pada SPT Tahunan 

Perusahaan. Potensi pajak tidak akan muncul karena SPTiMasaiPPh Pasal 23 masih 

lebihibesar daripadaiSPTiTahunan perusahaan. 

 

3) EkualisasiiSPTiTahunan denganiSPT MasaiPPhiPasal 21i 

Untukimembandingkanibiaya gajiiyang telah dilaporkan pada iSPT Tahunan 

denganiSPT MasaiPPh Pasali21, ekualisasi ini dilakukan. Perbandingan antara iSPT 

Tahunan dan SPTiMasa PPhiPasal 21iadalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabeli8 menunjukkan perbedaan antara biaya gajiiyang dilaporkanipada iSPT 

TahunaniPerusahaan pada tahun 2022 dan biayaigaji yangidilaporkan pada iSPT Masa 
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PPhiPasali21 sebesar Rp. 1.268.607.642. Perbedaan ini disebabkan oleh laporan biaya 

gaji yang tidak lengkap padaiSPT Tahunan Perusahaan, yang menghasilkan potensi 

pajak sebesar Rp.10.450.000 yang didasarkan pada perhitungan iPPh iPasal 21. 

 

E. Kesimpulanidan Saran  

 Tujuan peninjauan pajak adalah untuk memeriksa kewajiban pajak yang telah 

dilaporkan oleh PD. ABC. Ditemukan bahwa ada beberapa kewajiban pajak yang 

tersembunyi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan evaluasi kewajiban pajak 

sesuai dengan peraturan pajak Indonesia yang berlaku. kewajiban perpajakan iPD.ABC 

belum dipenuhi. Selain faktur pajak masukan untuk pembelian yang tidak tertera, ada 

perbedaaninominaliantara iSPTiTahunan yang telah terlapor dan SPTiMasa yangitelah 

dilaporkan. Perbedaaninominal ini terjadi karena iPD. ABCi tidaki melaporkan semua 

biayai pada iSPTi Masa daniSPT Tahun 

 

 Peneliti menyarankan perusahaan untuk mengantisipasii potensi pajaki dari 

kewajiban perpejakan yangi telah terlapor. Peneliti juga menyarankan agariPD. ABCi 

melakukan pengecekan data yang lebih teliti sebelum melaporkan iSPT. 
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